Jurnal llmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)

E-ISSN: 2798-8457 (‘ L] ')
Volume 8, Nomor 3, Agustus 2025

universitas
MALIKUSSALEH

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP
PERLNDUNGAN EKOSISTEM LAUT YANG TERCEMAR
AKIBAT PEMBUANGAN SAMPAH DI LAUT GAMPONG

KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE
( STUDI PENELITIAN DINAS LINGKUNGAN DAN GAMPONG
KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE )

Raisya Ramadita
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: raisya.210510175@mbhs.unimal.ac.id

Muhammad Nasir
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: muhammadnasir@unimal.ac.id

Hasan Basri
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: hasanbasri@unimal.ac.id

Abstract

Marine pollution caused by waste in Gampong Kampung Jawa, Lhokseumawe reflects a gap between
the ideal legal framework for marine ecosystem protection, as regulated in Law No. 32 of 2009, Qanun
Aceh No. 2 of 2011, and Qanun Lhokseumawe No. 9 of 2015, and the weak implementation and
supervision by the government. This study aims to analyze the extent of government responsibility in
protecting polluted marine ecosystems and the effectiveness of community supervision. The research
uses a qualitative method with a juridical-empirical approach through interviews, observation, and
documentation analyzed descriptively. The results show that ecosystem protection remains suboptimal
due to limited budgets, a lack of workforce in the environmental agency, and weak law enforcement.
The novelty of this research lies in highlighting the importance of collaboration between government
and society, and the need to strengthen legal sanctions against polluters. It concludes that the
government has not fully fulfilled its responsibility and must enhance law enforcement and public
engagement to ensure marine sustainability.

Keywords: Government Responsibility, Marine Pollution, Marine Ecosystem.

Abstrak

Pencemaran laut akibat sampah di Gampong Kampung Jawa, Lhokseumawe mencerminkan
ketidaksesuaian antara kondisi ideal perlindungan ekosistem laut sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011, dan Qanun Lhokseumawe
Nomor 9 Tahun 2015, dengan realitas di lapangan yang menunjukkan lemahnya tanggung jawab dan
pengawasan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tanggung jawab
pemerintah dalam perlindungan ekosistem laut yang tercemar akibat sampah serta efektivitas
pengawasan terhadap masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan ekosistem laut belum optimal karena
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keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup, dan lemahnya penerapan
regulasi. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap pentingnya kolaborasi
antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga laut serta perlunya penguatan sanksi hukum bagi
pelaku pencemaran. Penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan
tanggung jawabnya dan perlu meningkatkan efektivitas pengawasan. Disarankan agar pemerintah
memperketat penegakan hukum, menambah tenaga operasional, serta mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam menjaga kebersihan laut demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan
bersama.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah, Pencemaran Laut, Ekosistem Laut.

1. PENDAHULUAN

Tanggung jawab berarti bahwa seseorang atau kelompok diharapkan untuk
melakukan apa yang benar dan mematuhi peraturan. Ini seperti memiliki kewajiban untuk
melakukan hal yang benar dan memperhatikan apa yang seharusnya Anda lakukan.! Dalam
pemerintahan, tanggung jawab berarti melakukan pekerjaan dengan cermat dan andal,
serta bersedia menerima hasilnya jika terjadi kesalahan. Tanggung jawab juga berarti
mengetahui apa yang perlu dilakukan dan berupaya sebaik mungkin untuk melindungi
lingkungan dan memberikan layanan yang baik kepada masyarakat untuk membantu
mereka.?

Pemerintah adalah sekelompok orang yang membuat peraturan dan mengurus
berbagai hal untuk membantu setiap orang di negara ini hidup bahagia dan aman.3
Pemerintah terdiri dari bagian-bagian yang melaksanakan rencana, membuat peraturan,
dan menawarkan layanan untuk membantu masyarakat. Mereka melakukan ini sesuai
dengan hukum dan peraturan yang berlaku.# Dalam melindungi lingkungan, pemerintah
memegang peranan penting. Mereka membuat rencana dan aturan untuk membantu
menjaga alam, membangun fasilitas seperti taman dan pusat daur ulang, serta memastikan

semua orang mematuhi aturan untuk menjaga lingkungan tetap aman dan sehat.

L Nurdin, Ismail. Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara
pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books, Jakarta, 2017, hlm. 41.

z Rahman, Fathur. Teori Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press, Malang, 2018, hlm. 66.

3 Bastian, Radis. Buku Pintar Terlengkap Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia: Ragam Bentuk
dan Sistem Pemerintahan Negara-negara di Dunia. IRCiSoD, Makassar, 2015, hlm. 49.

4 Limbong, Vina Melinda, and Muhammad Nasir. Peran Pemerintah Kota Lhokseumawe
Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Izin Usaha Dan Operasional Koperasi Simpan Pinjam (studi
penelitian pada koperasi simpan pinjam di kota lhokseumawe. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Malikussaleh 4, no. 2 (April, 2021): 1-19.
DOIL:https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4811

5 Haboddin, Muhtar. Pengantar IImu Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press, Malang,
2015, hlm. 38.
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Melindungi laut beserta isinya membantu menjaga air, tumbuhan, dan hewan tetap
sehat dan berfungsi dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghentikan tindakan manusia
atau perubahan alam yang dapat merusak laut beserta makhluk hidup di dalamnya.6
Ekosistem laut terdiri dari berbagai bagian seperti ikan, karang, dan air di lautan. Semua
bagian ini bekerja sama dan membantu menjaga lautan sebagai tempat yang sehat bagi
banyak makhluk hidup.” Perlindungan ini dicapai melalui pengelolaan pemanfaatan sumber
daya laut yang berkelanjutan, pengurangan polusi, pelestarian ekosistem laut, peningkatan
kesadaran masyarakat, dan penerapan regulasi lingkungan.8

Membuang sampah ke laut berarti membuang benda-benda seperti plastik, sampah,
atau bahan kimia ke dalam air. Hal ini dapat membuat air menjadi kotor dan membahayakan
hewan serta tumbuhan yang hidup di laut. Jika orang melakukannya, hal ini juga dapat
merugikan orang-orang yang bergantung pada laut untuk pekerjaan mereka, seperti
memancing dan pariwisata. Membuang sampah ke laut melanggar aturan karena merusak
lingkungan dan menunjukkan bahwa sebagian orang tidak menyadari betapa pentingnya
menjaga laut tetap bersih dan aman bagi semua orang.?

Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe adalah tempat di mana banyak orang
tinggal berdekatan dalam rumah-rumah yang berdesakan. Terkadang, orang-orang
membuang sampah ke laut, yang mencemari air dan membahayakan ikan serta hewan yang
hidup di laut. Karena lingkungan tersebut sangat padat dan memiliki banyak rumah darurat,
mungkin sulit untuk menjaga semuanya tetap bersih. Para pemimpin kota perlu membantu
dengan memastikan adanya peraturan yang baik untuk menghentikan terlalu banyak rumah
yang dibangun terlalu berdekatan dan menjaga lingkungan tetap bersih. Mereka adalah
orang-orang utama yang bertanggung jawab untuk membantu menghentikan sampah

masuk ke laut dan menjaga kesehatan daerah tersebut.10

6 Subagiyo, Aris, Wawargita Permata Wijayanti, and Dwi Maulidatuz Zakiyah. Pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017, hlm. 29.

7 Ananda, Siska, and Muhammad Hatta. Penegakan Hukum Terhadap Larangan Penggunaan
Pukat Harimau (Trawl). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2, no. 2
(April, 2019): 1-20. DOI:https://doi.org/10.29103/jimth.v2i2.4049

8 Hasan, Yulia A. Hukum Laut Konservasi Sumber Ikan Di Indonesia. Prenada Media, Jakarta,
2021, hlm. 65.

9 Yuniarto, Bambang. Membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan.
Deepublish, Yogyakarta, 2013, hlm. 50.

10 Basri, Hasan, Muhammad Nasir, and Putri Ismalinda. Analysis of the Effectiveness of the
Role of the Indonesian Government of the City of Lhokseumawe in Managing Slum Area from Spatial
Law Perspective. /L Poly & Globalization 124 (2022): 58. Diakses pada tanggal 30 Juni 2025.
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/jawpglob124&div=8&id=&page=
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Ekosistem laut merupakan salah satu kompoenen vital dalam kesimbangan
lingkungan global.ll Masyarakat yang membuang sampah ke laut berarti merusak
lingkungan. Misalnya, di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe, ketika masyarakat
membuang sampah ke laut, hal itu akan merugikan hewan dan tumbuhan yang hidup di
sana. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan masyarakat dapat memengaruhi kesehatan laut
dan makhluk hidup yang bergantung padanya.

Ekosistem laut Christopher Stone dalam karyanya Should Trees Have Standing,
mengemukakan bahwa “ekosistem laut seperti halnya ekosistem lainnya yang memeiliki
hak untuk di lindungi dari Hak Hukum, untuk Ekosistem seperti pohon, sungai, dan terumbu
karang, yang seharusnya diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk
dilindungi.’?2 Dalam konteks ekosistem laut, ini berarti bahwa laut, terumbu karang, dan
organisme yang hidup di dalamnya dapat memiliki hak untuk berkembang tanpa ganguaan
dari aktivitas manusia yang merusaknya.!3 Stone memiliki implikasi signifikan untuk
kebijakan lingkungan dan hukum, jika ekosistem laut diakui memiliki hak, maka akan ada
dorongan untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih kuat untuk perlindungan dan
pengelolaan laut, termasuk perlindungan terhadap polusi, penangkapan ikan berlibahan,
kerusakan habitat laut, dan pencemaran laut akibat sampah”.14

Di Indonesia, banyak sampah yang berakhir di lautan, terutama plastik dan sampah
rumah tangga. Karena banyak orang membuang sampah ke laut, hal itu menyebabkan
polusi. Di seluruh dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak
menyumbang plastik ke lautan, dengan sekitar 200.000 ton plastik masuk ke air setiap
tahunnya.’s Hal ini memicu terjadinya keruskan ekositem laut yang berdampak pada
penurunan kualitas lingkungan dan terganggunya kehidupan biota laut.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, “pencemaran laut adalah masuknya zat-zat

berbahaya ke dalam lingkungan laut yang dapat merusak ekosistem dan mengancam

11 Rohmatin, Agustina. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Azzia Karya Bersama,
Bandung, 2025, him. 43.

12 Supriatna, Jatna. Melestarikan Alam Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarata, 2008,
hlm. 55.

13 Hudha, Atok Miftachul, and Abdulkadir Rahardjanto. Etika Lingkungan (Teori dan praktik
pembelajarannya). Vol. 1. UMMPress, Malang, 2018, hlm. 21.

14 Christopher Stone dalam Khalisa Hayatuddin dan Serlika Aprita, Hukum Lingkungan,
Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 35.

15 Wahyudin, Gledys Deyana, and Arie Afriansyah. Penanggulangan Pencemaran Sampah
Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8, no. 3
(2020): 529-550. Diakses pada tanggal 28 Juni 2025. https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.773
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kehidupan laut. la menekankan pentingnya pengaturan hukum untuk mencegah dan
mengendalikan pencemaran tersebut.1¢ Pencemaran Laut menurut PP No. 19 Tahun 1999
Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
laut oleh kegiatan manusia, sehingga kuantitasnya turun sampai ke tingkat tertentu dan
menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan/atau fungsinya”.

Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan dan pelaksanaan Undang-Undang
memeiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi permasalahan ini. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara
jelas mengamatkan pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, termasuk ekosistem laut.

Pemerintah Kota Lhokseumawe banyak melanggar dari kewajibannya dalam
Qanum No 2 tahun 2011 dan Qanun No 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada
Pasal 29, 35, dan Pasal 38, Pemerintah Kota sama sekali tidak memadai tempat pembuangan
sampah di Gampong Kampung Jawa Lhokseumawe yang menyebakan masyarakat setempat
membuang sampah dan merusak lingkungan dan ekosistem laut, kurangnya sosialisasi
terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan laut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

. Keterbatasan/G Kebaruan
Penulis . Fokus dan Rencana
Judul Penelitian AP dalam Ce (Novelty)
No dan Temuan - Penelitian
Tahun Terdahulu Utama Penelitian Baru yang
Terdahulu Ditawarkan
Faktor yang
Mempengaruhi Ta.nggung . Fokus pada
jawab . .. | Menganalisis
. Tanggung Jawab Tidak mengkaji : pencemaran
Arum Tirta pengangkut tanggung jawab
. Pengangkut, aspek tanggung 7 sampah laut
Abhizekha berperan . pemerintah
1 - Awak Kapal, dan L jawab dan peran
Ginting?” signifikan . dalam :
Proses Bongkar pemerintah atau . pemerintah
(2021) dalam perlindungan
Muat terhadap pencemaran laut . kota
keselamatan ekosistem laut
Keselamatan Lhokseumawe
pelayaran
Pelayaran.

Ferry Cabang Ketapang. PhD diss,,

16 Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional Buku I. Bina Cipta. Bandung
1982, him. 45.
17 Ginting, Arum Tirta Abhizekha. Faktor Yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Pengangkut,
Anak Buah Kapal, Proses Bongkar Muat Terhadap Keselamatan Pelayaran Pada Kapal Milik Pt. Jemla

http://repository.unimar-amni.ac.id/3937/.

Universitas

Muhammadiyah A.R. Fachruddin,

2021.
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. Keterbatasan/G Kebaruan
Penulis . Fokus dan Rencana
Judul Penelitian AP dalam L. (Novelty)
No dan Temuan o Penelitian
Tahun Terdahulu Utama Penelitian Baru yang
Terdahulu Ditawarkan
unTa]r:\D:\%ab DLH aktif Menekaii Penelitian
&Ja mengawasi 55 khusus pada
Pemerintah limbah Fokus pada pencemaran Kawasan
Yusuf Daerah dalam industri limbah industri laut akibat esisir
2 | Sudrajat!8 Pengawasan . dan pengawasan| sampah dan p
sawit, namun Gampong
(2024) Dampak terkendala kabupaten, peran Kampun
Lingkungan PT. SDM dan bukan laut pemerintah ]avl?/a g
Mandiri Palmera kota
Agrindo. sarana Lhokseumawe
Upaya .
Yudhyo, Implementasi pelestarian Meneliti aspek Tnye arl}llzré;()kal
Akbar SDG’s oleh laut melalui | Terfokus pada lokal eran p
3 Dhani, Pemprov SDG’s, level provinsi pemerintah erlr)lerintah
Riza Kepulauan Riau | ekonomi biru,| dan kebijakan kota dalam Il)m ta dalam
Widyarsal?| dalam Menjaga dan internasional perlindungan Kkerusakan
(2022) | Ekosistem Laut. | kesejahteraan ekosistem laut )
. lingkungan
pesisir
Kebijakan Kebijakan Meneliti peran Menaw.all"kan
Pemkab Tanjung larangan pemerintah analisis
Trisna , trawl tidak Fokus pada mendalam
Jabung Timur . o dalam
Putra efektif karena| eksploitasi ikan, atas tanggung
4 dalam penanggulangan .
Yuna?? . penolakan bukan sampah jawab
Mengendalikan sampah laut dan X
(2021) nelayan dan laut . pemerintah
Nelayan perlindungan
keterbatasan . kota terhadap
Pengguna Trawl. . ekosistem .
pemerintah polusi laut

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris, meliputi pendekatan

perundang-undangan, perbandingan, dan studi kasus dalam kerangka deskriptif dan

analitis. Data dikumpulkan secara cermat dari sumber-sumber primer, termasuk

pengamatan dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan utama seperti Kepala

dan Anggota Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Geuchik, dan

Hasanuddin, 2024. https://repository.unhas.ac.id/id /eprint/41387/

Ekosistem Laut

18 Sudrajat, Yusuf. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Dampak
Lingkungan PT. Mandiri Palmera Agrindo Kabupaten Luwu Timur. PhD diss., Universitas

19 Yudhyo, Yudhyo, Dhani Akbar, and Mohammad Riza Widyarsa. Implementasi Program
Sustainable Development Goals (Sdg’s) Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menjaga

Dan Pesisir.

PhD diss.,

http://repositori.umrah.ac.id/3737/
20 Yuna, Trisna Putra. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam
Mengendalikan Aktivitas Nelayan Yang Menggunakan jaring Trawl Guna Menjaga Ekosistem Laut.
PhD diss., Universitas Jambi, 2021. https://repository.unja.ac.id/24618/.

Universitas

Maritim Raja

Ali

Haji, 2022.
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masyarakat Gampong Kampung Jawa di Lhokseumawe. Penelitian dilakukan di lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dan masyarakat Gampong Kampung Jawa.
Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan
analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan verifikasi

yang sistematis untuk memastikan temuan yang komprehensif dan mendalam.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengawasan dan Tanggung Jawab pemerintah Kota Lhokseumawe dalam
mencegah mengatasi pencemaran Laut Di Gampong Kampung Jawa
Lhokseumawe
Tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi pencemaran laut dan melindungi
ekosistem laut sangat penting. Pemerintah memiliki peran kunci dalam merumuskan,
mengatur praktik industry, dan meningkatkan kesadaran Masyarakat. Pemerintah Kota
Lhokseumawe juga berperan penting dalam hal ini seperti yang sudah diterakan dalam
Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah tepatnya
pada Pasal 35 tentang Pengawasan dan Pembinaan, yang disebutkan Bahwa Walikota
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Pada
Pasal 39 dan Pasal 40 juga disebutkan mengenai Tugas Wewenang Pemerintah Kota ,
pemerintah kota juga harus memberikan pelayanan sampah dengan menyeluruh ke setiap
kecamatan yang ada di Kota Lhokseumawe terutama di Kawasan Laut Gampong Kampung
Jawa Lhokseumawe agar tidak lagi mencemari lingkungan laut dan merusak ekosistem laut.
Menurut ibu Afriani kepala bagian hukum, pemerintah sudah memberikan/
membuat kebijakan dan regulasi tekait penanganan sampah di wilayah kota dengan melalui
aparatur desa, pihak pemko juga sudah melakukan koordinasi terkait penanganan sampah
di Tingkat desa melalui geuchik ataupun kepala desa, beliau juga menegaskan bahwasanya
hal mengenai sampah bukan lagi yang harus dicarikan kebijakan kepada pemko, karena dari
pemko sendiri juga sudah memberikannya kepada kepala desa/ geuchik per tiap desa.2!
Hasil dari wawancara Bersama ibu Afriani, beliau menegaskan bahwasanya pemerintah
kota sudah membuat kebijakan dan regulasi terkait penanganan sampah di wilayah kota
Lhokseumawe seperti yang sudah di cantunkan pada Qanun Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

pengelolaan sampah, dan juga beliau menejalaskan bahwa pemerintah kota sudah

21 Afriani Kepala Bagian Hukum , Wawancara, Tanggal 24 April 2025.
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memberikan kebijakan kepada geuchik ataupun kepala desa dalam kegiatan kebersihan
gampong. Tapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan sangatla tidak sesuai karena
pemerintah kota tidak mengikuti kebijakan yang sudah mereka tetapkan secara baik,
seperti tidak adanya fasilitas yang diberikan kepada gampong kampung jawa Lhokseumawe
terutama di Kawasan pesisir yang menjadi rawan dalam pencemaran lingkungan laut.
Pemerintah perlu mengawasi dan memastikan masyarakat mematuhi peraturan
yang melindungi lautan. Jika seseorang melanggar peraturan ini dan mencemari air
pemerintah dapat memberikan sanksi seperti denda atau mengambil tindakan hukum. Ini
membantu semua orang mengingat untuk menjaga lautan tetap bersih dan aman bagi ikan,
tumbuhan, dan semua hewan yang hidup di sana. Menurut Bapak Usman staf Kabid
Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, bahwasanya pengawasan sudah dilakukan oleh pihak
dinas terkait dengan penanganan sampah di wilayah Gampong Kampung Jawa
Lhokseumawe,beliau juga menegaskan bahwasanya dari pihak DLHK, memiliki rute
masing-masing dalam pengangkutan sampah di Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh
armada sampabh, jika armada sampah tidak masuk ke kampung tersebut berarti belum ada
rutenya karena tiap armada mengambil sampah yang rutenya di dahulukan seperti di dalam
kota.22 Hasil dari wawancara Bersama bapak Usman, beliau menjelaskan alasan mengapa
daerah Kawasan gampong kampung jawa Lhokseumawe terutama Kawasan pesisir tidak
disediakan fasilitas tempat sampah yaitu, pihak Dinas Lingkungan Hidup memiliki rute-rute
pengangkutan tiap harinya beliau juga menegaskan bahwa rute tersebut dilakukan
pengankutan pukul 07.00 WIB harus sudah selesai di bagian dalam kota, pihak dinas juga
mengharuskan yang diwajibkan oleh pemerintah seperti yang sudah disebutkan tadi bagian
dalam kota. Beliau juga menegaskan keterbatasan Armada Sampah menjadi salah satu
penyebab mengapa sampah yang ada di Kawasan pesisir tersebut tidak di angkut, untuk
fasilitas pembuangan sampah bukan tidak dilakukan hanya saja keterbatasan anggaran
yang menjadi penyebab tidak adanya fasilitas di Kawasan tersebut. Tetapi dalam
kenyataannya yang terjadi di lapangan sudah ada peraturan mengenai pembiayan untuk
fasilitas sampah yang termasuk kedalam tanggungjawab pemerintah daerah maupun
pemerintah kota yang memiliki kewajiban untuk pembiayan terhadap fasilitas yang diatur

dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan PP Nomor 27

22 Usman Staf Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota, Wawancara, Tanggal 24 April
2025.
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Tahun 2020, pembiayaan itu sendiri berasal dari APBN dan APBD, yang mencangkup
dukungan untuk pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat dan daerah, yang
mengharuskan pemerintah daerah wajib memberikan fasilitas tempat pembuangan
sampah.

Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki tugas penting untuk menjaga dan
memelihara laut agar tetap bersih di wilayah Gampong Kampung Jawa. Mereka membuat
peraturan untuk melindungi laut dan menghentikan sampah mencemari laut. Mereka juga
mengajarkan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara laut agar
tetap sehat. Pemerintah membangun berbagai hal seperti tempat sampah dan fasilitas
pembuangan limbah untuk membantu mengelola sampah dengan lebih baik. Semua orang
perlu bekerja sama untuk menjaga laut tetap aman dan bersih bagi ikan, tanaman, dan
manusia.

Pemerintah dapat membuat program baru untuk menjaga kebersihan laut dan
pantai. Mereka dapat berbicara dengan masyarakat untuk menjelaskan mengapa penting
untuk menjaga air dan hewan yang hidup di sana. Mereka juga dapat bekerja sama dengan
masyarakat untuk mendorong semua orang agar membantu. Misalnya, di setiap desa,
pemerintah dapat memulai kegiatan seperti membersihkan jalan, yang melibatkan
masyarakat setempat. Ketika masyarakat membantu menjaga lingkungan mereka, mereka
merasa bangga dan bertanggung jawab untuk menjaganya tetap bersih dan indah.

B. Kendala Dan Upaya Yang Dihadapi Pemerintah Dalam Menjalankan Tanggung
Jawab Terhadap Perlindungan Ekosistem Laut

Dalam Upaya melindungi ekosistem laut, pemerintah menghadapi berbagai kendala
yang dapat menghambat efektivitas program dari kebijakan yang diterapkan. Pemerintah
Kota Lhokseumawe juga mengalami beberapa kendala terkait dengan anggung jawab
terhadap perlindungan ekosistem laut sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran Masyarakat

Banyak orang tidak cukup tahu tentang perlindungan laut dan kehidupan yang ada
di sana. Karena mereka tidak memahami betapa pentingnya laut atau bagaimana polusi dan
pengambilan yang berlebihan dapat merusaknya, mereka tidak banyak berpikir tentang

menjaga kebersihan laut. Terkadang, orang membuang sampah ke laut tanpa berpikir, atau
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menggunakan hal-hal yang dapat merusak air dan makhluk laut. Kebiasaan ini mempersulit
pemerintah untuk menjaga laut dan menjaganya tetap sehat bagi semua orang.23

Menurut Afriani, hal yang menjadi dampak pencemaran dan rusaknya ekosistem
laut itu terutama terjadi karena budaya dan kebiasan Masyarakat itu sendiri seperti
membuang sampah tidak pada tempatnya seperti langsung ke laut sehingga terjadinya
pencemaran lingkungan laut dan rusaknya ekosistem laut, minimnya pengetahuan
mengenai ekosistem laut juga menjadi kendala yang dihadapi pemerintah untuk
masayarakat.2¢ Hasil wawancara Bersama Ibu Afriani, menjelaskan pencemaran yang
terjadi di lingkungan laut itu di akibat oleh kebiasan Masyarakat itu sendiri yang tidak sadar
akan kebersihan lingkungan laut, minimnya pengetahuan dari Masyarakat dari dampak
yang terjadi akibat ulah Masyarakat itu sendiri. Tapi pada nyatanya di dalam Qanun No 9
Tahun 2015 pada pasal 35 mengenai pengawasan dan pembinaan terhadap Masyarakat
wajib di lakukan oleh pemerintah terutama oleh walikota yang langsung melakukan
pengawasan ke lapangan seperti tempat yang peneliti teliti yaitu Gampong kampung jawa
Lhokseumawe yang menjadi Kawasan tercemar lingkungan laut akibat sampah.

Untuk membantu masyarakat memahami pentingnya menjaga dan menjaga
kebersihan laut, pemerintah dapat membuat program-program yang menyenangkan dan
menarik tentang lingkungan. Program-program ini dapat ditayangkan di sekolah-sekolah
dan di lingkungan sekitar sehingga semua orang tahu bagaimana polusi merusak laut.
Mereka juga dapat membuat kegiatan-kegiatan khusus yang dapat dilakukan bersama oleh
keluarga dan masyarakat di kota Lhokseumawe. Ketika masyarakat belajar lebih banyak dan
memahami pentingnya hal ini, mereka akan lebih cenderung membantu melindungi laut.
Dengan cara ini, laut tetap sehat, dan masyarakat serta masyarakat dapat hidup bahagia dan
aman.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Pemerintah mengalami kesulitan dalam melindungi lautan dan hewan laut karena
mereka tidak memiliki cukup sumber daya. Ini termasuk tidak memiliki cukup uang, cukup
pekerja, atau alat dan teknologi yang tepat. Masalah yang paling umum adalah tidak

memiliki cukup uang, karena banyak program untuk menjaga lautan membutuhkan banyak

23 Rifani, Denny Nazaria, and Andi Muhammad Jalaluddin. Pengelolaan sampah secara
bersama: peran pemerintah dan kesadaran masyarakat. Jurnal Paradigma 7, no. 1 (2019): 45-54.
Diakses pada tanggal 05 Juli 2025. DOI: http://dx.doi.org/10.30872/jp.v7i1.1885.

24 Afriani Kepala Bagian Hukum , Wawancara, Tanggal 24 April 2025.
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uang untuk memulai dan melanjutkannya. Hal ini juga sulit karena tidak cukup pekerja yang
tahu cara memperbaiki polusi di laut. Ditambah lagi, mereka tidak selalu memiliki cukup
bangunan atau peralatan untuk membantu mereka melakukan pekerjaan mereka dan
menjaga kesehatan laut.

Menurut Afriani Kepala Bagian Hukum, mengatakan bahwasanya “pemerintah
mengalami keterbatasan anggaran terkait program perlindungan ekosistem laut ini,
terbatsanya anggaran juga memperngaruhi jalannya program perlindungan ekosistem di
Kawasan laut, kurangnya tenaga kerja alih dalam pengelolaan ekosistem laut juga menjadi
salah satu kendala yang dihadapi pemerintah kota untuk merancang program-program
perlindungan yang efektif”.

Untuk menjaga laut dan makhluk hidup di sana dengan lebih baik, pemerintah dapat
mencoba mendapatkan lebih banyak uang dengan meminta anggaran yang lebih besar dan
bekerja sama dengan berbagai kelompok untuk mencari sumber pendanaan lain. Mereka
juga melatih dan mengajar orang-orang yang bekerja untuk melindungi laut sehingga
mereka tahu apa yang harus dilakukan. Untuk melakukan pekerjaan dengan baik,
pemerintah dapat membangun fasilitas yang lebih baik seperti tempat untuk membuang
limbah dengan aman yang tidak membahayakan lingkungan dan laboratorium untuk
mempelajari lautan. Mereka juga mendukung ide-ide dan alat-alat baru yang membantu
mengawasi dan menjaga ekosistem laut, memastikan lautan tetap sehat untuk semua orang.
3. Penengakan Hukum Yang Lemah

Salah satu masalah besar dalam melindungi laut dan makhluk hidup di sana adalah
bahwa aturan untuk menjaga laut tetap aman tidak selalu dipatuhi. Meskipun ada undang-
undang untuk melindungi laut, sering kali sulit untuk memastikan undang-undang tersebut
dipatuhi karena tidak ada cukup uang atau cukup banyak orang untuk mengawasi dan
menegakkan aturan. Selain itu, banyak orang di masyarakat tidak mengetahui aturan ini
atau tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dapat merusak laut dan hewan yang
hidup di dalamnya.

Menurut Usman Staf Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup, bahwa lemahnya
penegakan hukum terkait kebersihan lingkungan laut juga mengalami kendala bagi
pemerintah walaupun sudah aturan yang tertulis tentang larangan pembuangan sampah

sembaran, tetapi bagi Masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-
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harinya. 25 Hasil dari wawancara diatas menjelaskan, bahwa lemahnya penegakan hukum
terkait lingkungan laut juga menjadi salah satu kendala pemerintah walaupun pemerintah
sudah membuat tulisan larangan membuang sampabh, tetapi Masyarakat itu sendiri sudah
menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah berupaya memastikan aturan untuk melindungi lingkungan lebih kuat
dan lebih mudah diikuti. Mereka memberikan lebih banyak dukungan dan pelatihan kepada
polisi dan pihak lain yang memastikan orang-orang mematuhi aturan ini. Mereka juga
membuat aturan lebih jelas dan lebih serius sehingga orang-orang tahu bahwa
mematuhinya itu penting. Selain itu, mereka mengajarkan masyarakat tentang mengapa
melindungi lingkungan, terutama lautan dan kehidupan laut, itu penting. Dengan
melakukan semua hal ini, pemerintah berharap dapat melindungi lautan kita dengan lebih
baik dan memastikan semua orang memahami bahwa menjaga alam adalah prioritas utama.
Ketika aturan adil dan ditegakkan dengan benar; itu membantu semua orang melihat betapa

pentingnya menjaga lingkungan Kkita tetap aman.

4. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah
dan menanggulangi pencemaran laut di Gampong Kampung Jawa. Namun, efektivitas
implementasi di lapangan terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran
masyarakat, pengawasan yang tidak memadai, dan tantangan dalam menegakkan peraturan
yang ada. Studi ini menawarkan wawasan baru dengan menyoroti perbedaan antara
kebijakan pengelolaan sampah yang diuraikan dalam Qanun No. 9 Tahun 2015 dan
penerapannya di wilayah pesisir. Selain itu, studi ini mengidentifikasi kendala armada dan
anggaran sebagai hambatan utama untuk pengangkutan sampah yang efisien. Untuk
memajukan upaya ini, rekomendasinya meliputi pengembangan fasilitas pengelolaan
sampah di wilayah pesisir sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 2020, peningkatan edukasi masyarakat tentang dampak buruk
pencemaran laut, penguatan kolaborasi dengan desa-desa setempat dalam inisiatif

pembersihan, dan penegakan hukum lingkungan yang kuat. Langkah-langkah ini bertujuan

25 Usman Staf Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota, Wawancara, Tanggal 24 April
2025.
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untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan mempromosikan pengelolaan ekosistem laut

yang berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
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